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BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA

Menimbang

Mengingat

BERENCANA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2018-2033, maka Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah Semesta Berencana Tahun 2022
sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerinatah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah—-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



10.

Ll

12.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
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Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan  Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-
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2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019
Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 3);

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2022.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 23), diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

Ni-Made Sulistiawati, SH., MH
NIP..19790610 200604 2 014




BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 disusun
berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 disusun untuk
menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu bahwa
Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diawali dengan adanya
penetapan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan RKPD Tahun
2022 sebagai pedoman penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun
Anggaran 2022 yang mendapat kesepakatan bersama dengan DPRD.
Persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2022 akan
menjadi dasar penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun 2022. Selain itu,
Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 ini dimaksudkan juga
sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun
Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana
Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022, tidak hanya
memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan
pelayanan publik, tetapi juga memuat pertimbangan-pertimbangan
perubahan RKPD, arah kebijakan keuangan daerah, program dan
kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD
beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

b. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk
masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk
melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD
Semesta Berencana Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.

c. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap
program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten
Klungkung, APBD Propinsi Bali, APBN/BLN dan Coorporate Social
Responsibility (CSR), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
perlu membuat Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung
Tahun 2022.
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d. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam
pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak
sebagai  pengawas dalam = pelaksanaan kebijakan  dan
program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022, Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berkewajiban untuk
melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran,
sinergitas, dan konsistensi perubahan RKPD Semesta Berencana
Tahun 2022 ke dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022.

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

[ NYOMAN SUWIRTA
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